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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Terhadap Penerapan Asas Jjbar
dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk
(Perkara No: 375/Pdt.G/2005/PA.Ngj ) sekaligus untuk menjawab pertanyaan Apa
dasar hukum Hakim dalam menerapkan asas [jbari dalam penyelesaian sengketa
harta warisan? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim
Pengadilan Agama Nganjuk tersebut?

Pengumpulan data pada skripsi selain melalui dokumen-dokumen juga
melalui wawancara (inferview). Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis
dengan menggunakan metode deskriptif-verifikatif.sedangkan pisau analisisnya
menggunakan hukum Islam dan Kompilasi hukum islam.

Hasil penelitian menyimpulakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk
—dalam penggunaan asas ijbari—berdasar pada asas-asas yang terdapat dalam sistem
kewarisan Islam, hal ini juga —secara implisit—telah dijelaskan dalam al-Qur’an
Surat an-Nisa’ (4): 7, 11, 12 dan 176. juga KHI pasal 175, meskipun secara eksplisit
kata Zjbari tidak diterangkan dalam ayat-ayat dan pasal tersebut, tetapi secara implisit
bisa dilihat dari bagian yang harus dibagikan dan siapa saja yang berhak menerima
harta warisan. Hakim juga seharusnya memakai asas individual agar bagian masing-
masing jelas dan nantinya tidak ada yang merasa dirugikan lagi.

Bagi para hakim Pengadilan Agama, dalam memutuskan perkara disamping
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan hukum
syari’at Islam, sehingga produk dari putusan Pengadilan Agama dapat diterima
dengan legowo oleh para pihak yang berperkara yang mana nantinya agar tidak
timbul permasalahan baru dari kedua belah pihak. Bagi para akadeisi sebaiknya lebih
aktif serta agar selalu mengkomparasikan antara dunia praktis dengan dunia
akademis, supaya dapat membentuk singkronisasi antara teori dan paraktek dalam
dunia nyata.
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BABI .
PENDAHULUAN "

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak lahir tidak terlepas dari apa yang namanya problema
(permasalahan) dan tentunya dari sekian problema yang dialami oleh
seseorang ada yang berkaitan dengan hukum, meskipun pada asasnya ia
belum mampu melaksanakannya karena dia belum cakap hukum, hingga ia
dapat dikategorikan sebagai orang dewasa, yaitu ia telah diberi beban untuk
melaksanakan hukum-hukum Allah (Mukallafi', misalnya perkawinan
sebagai dasar dalam menjalani hidup berumah tangga sampai ia meninggal
dunia.

Demikian juga saat manusia mengalami kematian, ada peristiwa
penting yang akan muncul ketika manusia mengalami kematian, yaitu
peristiwa pengoperan secara otomatis harta benda si mayit kepada penduduk
dunia yang masih hidup, yaitu ahli warisnya “yang ada” serta “hidup” dan
“berhak meneria waris” dan juga si penerima wasiat. Peristiwa waris atau
peralihan harta seseorang kepada para ahli warisnya bisa terjadi setelah
seseorang yang memiliki harta tersebut meninggal dunia, sehingga bila harta
tersebut telah ditentukan penggunaanya sebelum pemilik harta tersebut

meninggal, maka peristiwa itu disebut dengan wasiat, atau dalam istilah

' Mahmud Yunus, Kamus ‘Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, tt), 381. Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh (Dar al-Fikr al-
‘Araby, tt), 327. Nasrun haroen, Usul al-Figh 1, Cet. 111 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),
304-305.



hukum perdata disebut dengan kewarisan secara testamen.? Disebabkan dari
kematian ini, maka timbul masalah ditujukan kepada ahlinya atau setelah
kematiannya si mayit meninggalkan sejumlah harta benda yang harus
dibagikan kepada ahli warisnya.

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan hak-hak yang harus
diperoleh dari harta peninggalan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari konflik antara ahli waris yang ada, akibat kesalahfahaman
dalam pembagian harta warisan, dan untuk menetapkan secara adil kepada
yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah disebut dalam Al- Qur’an

surat al-Anfal ayat 75 dan surat an-Nisa’ ayat 7:
P ‘ff o’o - ,ﬁv‘r/ LT 2r rr B2or o Jﬂ’/-’/
f‘-*-ﬂ‘ Aoy (e Wl (S8 1005 150 A e i Ly

c:-‘!‘;:':;}':},giiﬁt:)\’ Jj‘ff'ggé"':’ui}fo“"f

Artinya : “ Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah
dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk
golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang
kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.” (QS. 8:75)

O BT G Ll S 0,539 ol 35 G Lo J&U

oy Gl 575 &0 (5 0 0,038

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

2 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, Edisi VI, Cet. VIII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 130.
* al-Qur’an dan Terjemahannya, al-Anfik 75.



peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. 4: 7).*

Kedua ayat di atas telah menyebutkan tentang persoalan waris, dan
diantara tujuannya adalah menjaga supaya tidak ada kezaliman terhadap
orang-orang yang lemah seperti anak-anak kecil dan kaum wanita. As-Sabuni
menjelaskan di antara sebab turunnya ayat waris adalah kejadian yang
menimpa kaum perempuan pada zaman jahiliyah yang mana mereka tidak
mendapatkan bagian dari harta warisan, karena kaum perempuan adalah
kaum yang lemah dan mereka tidak mampu untuk diajak perang di medan
perang, sehingga dengan turunya ayat yang mengatur persoalan waris derajat
para wanita dan laki-laki sama-sama bisa mendapatkan harta warisan.’

Meskipun demikian, tidak berarti dalam hal pembagian harta warisan
tidak terdapat konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan. Seperti yang
terjadi di Kabupaten Nganjuk, seseorang meninggal dunia dengan
meninggalkan beberapa harta warisan yang belum sempat dibagi kepada ahli
warisnya, berupa beberapa hektar tanah (sawah, kebun, pekarangan), dan
bangunan rumah serta toko. Sudah hampir 6 (Enam) tahun lamanya harta
tersebut tetap belum dibagi dan harta warisan tersebut dikuasai oleh salah
seorang ahli waris, bahkan terdapat indikasi adanya penggelapan (penjualan)
sebagian harta warisan tersebut.

Terlambatnya pembagian harta warisan bisa menimbulkan banyak

permasalahan, selain banyak data yang mungkin hilang, juga mungkin akan

* Ibid, an-Nisa" 7.
> M. ‘ARl as-Sabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. AM Basalamah, Cet. 1I (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), 24.



muncul masalah-masalah lain yaitu tentang hasil dari produksi selama rentang
waktu harta warisan belum dibagi.

Dikarenakan obyek perkara di atas adalah harta benda, maka timbul
ketidakpuasan disebagian anggota keluarga yang lain, di samping disebabkan
oleh ketidaktahuannya dengan ajaran agama tentang itu, juga disebabkan oleh
keserakahan dan rasa egois. Dalam kasus tersebut, tidak cukup hanya dengan
meminta petunjuk kepada orang yang ahli dalam pembagian warisan, tetapi
juga “minta diselesaikan” dan itu perlu meminta bantuan dari pihak luar
keluarga yang dianggap berwibawa dan mampu untuk mencarikan solusi
yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan waris tersebut.

Cara penyelesaian seperti ini disebut “7ahkim” atau meminta untuk
diadili dengan cara menunjuk seseorang, kadang kala meningkat pada
pelimpahan wewenang kepada seseorang (badan hukum) yang dianggap
berkuasa serta memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Kemudian meminta
kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum
yang berlaku dan dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan mengadukan
perkara kewarisan tersebut di atas kepada pihak Pengadilan Agama Nganjuk.®

Proses pengajuan perkara sengketa waris di Pengadilan Agama
Nganjuk (perkara No: 375/Pdt.G/PA.Ngj) adalah bermula adanya seorang ali
waris , yaitu Bahrul Ma’arif, yang merasa punya hak terhadap harta warisan
orang tuanya, kemudian mengajak saudaranya yang lain untuk

menyelesaikan perkara waris tersebut. Para penggugat mengajukan gugatan

¢ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet. Il (Jakarta: Kencana, 2005), 322- 323.



terhadap tergugat atas pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan oleh
Mislahun bin Ahmad Yunan (alm.) dan Shofiyah binti Rosyad (Almh.),
karena pihak tergugat telah menguasai harta warisan tersebut selama
bertahun-tahun dan enggan untuk membagi kepada seluruh ahli waris yang
ada, sehingga perbuatan tergugat yang demikian tersebut dapat merugikan
pihak-pihak lain.

Ahli waris dalam sengketa ini berjumlah Sembilan orang, yaitu
Bahrul Ma’arif bin Mislahun, saiful karim bin Mislahun, Khoirul Muhtarom
bin Mislahun,Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun,Miftahul Huda bin
Mislahun, Istianatul Amrina binti Mislahun dan Luluk Indarini Mufidah binti
Mislahun, ketujuh ahli waris tersebut adalah penggugat. Sedangkan M. khoiri
bin Misiahun adalah tergugat, dan Nur Afifan Khurin Maknin binti Misiahun
yang merupakan anak bungsu juga turut tergugat.

Sebelum perkara masuk ke pengadilan, para penggugat sudah
berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi pihak tergugat
masih enggan untuk membagi harta waris karena merasa memanfaatkan harta
waris untuk membiayai sekolah adiknya (Nur Afifah Khurin Maknin binti
Mislahun) yang sekaligus turut tergugat. Karena tergugat tetap tidak mau
menyerahkan harta waris tersebut untuk dibagi sesuai dengan ketentuan,
maka penggugat mengajukan perkara tersebut ke pengadilan, karena merasa
mempunyai hak terhadap harta waris yang ditinggalkan orangtuanya.
Kemudian dalam upaya menyelesaikan perkara yang terjadi di Kabupaten

Nganjuk hakim Pengadilan Agama Nganjuk menggunakan asas ijbari.



Memperhatikan permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai proses pelaksanaan penyelesaian
sengketa waris yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Nganjuk, khususnya

pada kasus waris tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah
Dari latar belakang diatas, terdapat permasalahan-permasalahan
yang dapat dikemukakan, yaitu :
1. Latar belakang pengajuan gugatan waris
2. Asas-asas hukum kewarisan Islam
3. Asas jjbari menurut hukum Islam
4. Mawaris dalam isiam
5. Syarat dan rukun dalam ilmu waris
6. Dasar hukum putusan hakim
7. Penyelesaian sengketa waris
Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan,
maka permasalahan penelitian dibatasi sebagai berikut :
1. Penyelesaian sengketa waris dalam penelitian ini terbatas pada penerapan
asas ffbari oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk perkara
No:375/Pdt.G/PA.NGJ dalam menyelesaikan sengketa waris. Putusan ini

dianalisis menurut Hukum Islam.



C. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada
latarbelakang masalah, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa dasar hukum Hakim dalam menerapkan asas Jjjbar7 dalam
penyelesaian sengketa harta warisan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan

Agama Nganjuk tersebut?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka ini substansinya adalah untuk mendapatkan gambaran
tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang
pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.
Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan
penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Studi Analisis
Terhadap Penerapan asas [jbari dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di
Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Perkara No: 375/Pdt.G/PA.Ngj)”
namun terdapat judul penelitian yang dilakukan mahasiswa Syariah IAIN
Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang penyelesaian sengketa waris

diantaranya:
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di
kecamatan gayam kabupaten Sumenep oleh Saudara Eko nurdian

tahun 2001.



2. Analisis hukum islam tentang putusan pengadilan agama
kabupaten pasuruan tentang pembagian waris oleh Saudari Nur
Laili tahun 2004.

3. Penyelesaian pembagian harta waris masyarakat masyarakat islam
desa bulutigo kecamatan laren menurut sistem hukum adat oleh
Saudara sifuddin tahun 2004,

4. Studi analisis terhadap putusan PA Surabaya dan PPA Surabaya
dalam menyelesaikan gugatan waris oleh Saudara muhtarom
Tahun 2005.

5. Studi kasus gugatan waris atas permohonan penetapan harta
peninggalan ( PPHP ) para istri oleh ahli waris dalam garis
keturunan menyamping oleh Saudara imam syafi’i tahun 2006.

Dengan demikian skripsi ini murni penelitian yang dilakukan penulis

dan belum ada yang membahas dari skripsi, maupun tesis yang ada

sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

I.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui dasar hukum Hakim dalam menerapkan asas jjbari dalam

penyelesaian sengketa harta waris.

2. Mengetahui analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam

penyelesaian sengketa waris (Perkara no: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ)

dengan menggunakan hukum Islam.



F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Secara Teoritis
a) Untuk memperluas wawasan keilimuan bagi mahasiswa dan
memperkaya khazanah keilmuan kewarisan Islam
b) Mengetahui proses penyelesaian kewarisan dengan menggunakan asas
Ijbari,
2. Secara Praktis
a) Mengetahui tata cara beracara dalam menyelesaikan persengketaan
kewarisan yang diselesaikan dengan menggunakan asas jjbar7
b) Memahami proses penyelesaian sengketa kewarisan dalam pengadilan

agama.

G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “STUDI ANALISIS TERHADAP
PENERAPAN ASAS I/BARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
WARIS (Perkara No: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ ) DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN NGANJUK ",

Untuk lebih memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari dari
penafsiran yang berbeda-beda terhadap judul tersebut dipandang perlu untuk
menyajikan penegasan judul sebagai berikut:

Asas Jjbari : Pemindahan harta dari orang yang telah meninggal

kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak



10

ada individu maupun lembaga yang dapat

menangguhkan pemindahan tersebut.’

8

Sengketa : Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.
Penyelesaian : Proses, perbuatan, cara menyelesaikan.’
Waris : Berasal dari bahasa arab: warisa yarisu warsan/irsan,

yang berarti ketentuan-ketentuan tentang siapa yang
berhak dan tidak berhak menerima warisan dan
berapa jumlah masing-masing harta yang diterima.'®
Jadi dalam skripsi ini bagaimana analisis hukum islam terhadap
penerapan asas fjbari oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa waris di

peangadilan agama Nganjuk.

H. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka data yang
dikumpulkan adalah tentang Apa dasar hukum Hakim dalam menerapkan asas
ijbari dalam penyelesaian sengketa harta waris dan Bagaimana analisis

hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

" Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam..., 18-19,
® Ibid, h. 914

° Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 899.

' Ensiklopedi Islam, 191.
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2. Sumber Data
Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:
Pertama sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer berasal secara
langsung dari Pengadilan Agama Nganjuk, sehubungan dengan jenis perkara
yang terjadi, yaitu sengketa waris.
Adapun sumber data primer yang penulis jadikan pegangan adalah:
1. Putusan Pengadilan Agama  Nganjuk Perkara  No:
375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.
2. Dokumentasi dan arsip-arsip tentang perkara waris di Pengadilan
Agama Nganjuk.
3. Interview (wawancara) dengan majlis Hakim Pengadilan Agama
Nganjuk
Adapun sumber data sekunder (Pustaka)
1. Hukum Kewarisan Islam oleh Amir Syarifuddin
2. Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral
Hazairin) oleh Abdul Ghofur Anshori
3. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama
oleh Abdul Manan
4. Pembagian Waris Menurut Islam oleh M. ‘Ali as-Sabuni
5. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh Abdurrahman.
6. Kewarisan dalam al-Qur’an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan

Tafsir Tematik oleh Ali Parman.
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7. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di

Indonesia oleh Muhibbin dan Abdul Wahid.

8. al-Fiqgh al-Islami wa Adilatuhu VIII oleh Wahbah az-Zuahaili.
3. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan
menganalisa dokumen-dokumen setiap bahan tertulis.

b) Wawancara (Interview), yaitu serangkaian percakapan langsung
antara responden dan peneliti secara berhadapan muka untuk
memperoleh data. Hal ini dilakukan dengan melakukan
wawancara langsung dengan salah satu hakim PA Nganjuk, yaitu
Ibu Zaenah yang di tunjuk oleh Ketua PA Nganjuk untuk
membimbing selama penelitian.

4. Teknik analisis data""
Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-
Verifikatif setelah dengan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum.

b. Verifikatif, yaitu membuktikan kebenaran data-data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum.

' Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),
103.
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I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pengkajian sekaligus memperindah urutan-
urutan pembahasan, penelitian ini dibagi ke dalam 5 Bab dan sub-sub yang
perinciannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bagian ini memuat: Identifikasi dan
pembatasan masalah, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: tinjauan umum tentang asas jjbari dan mawaris Sebagai
landasan teoritis untuk dapat mengadakan analisa pada bab-bab berikutnya,
maka pada bab II ini, penulis menyajikan beberapa pembahasan tentang
landasan teori sebagai pijakan pemecahan dalam skripsi ini, sehingga perlu
mengetahui tentang Asas jfbari, warisan, putusan.

BAB III: laporan penelitian tentang penerapan asas jjbar7 dalam
Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Nganjuk. Bab ini akan
membahas sekilas tentang Pengadilan Agama Nganjuk, Pemeriksaan Perkara
Penyelesaian Sengketa Waris, Dasar Hukum yang Diambil Hakim atas
Perkara Sengketa Waris dan Pelaksanaan Eksekusi terhadapa Penerapan Asas
Ijbari atas Perkara Sengketa Waris.

BAB IV: Analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk
tentang penyelesaian sengketa waris, yang berisi analisa hukum dasar

pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi,
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serta putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang memutuskan harta warisan
harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak, serta hak-hak milik

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BABII

TINJAUAN UMUM ASAS I/BART DAN MAWARIS

A. Asas Dan Ketentuan Kewarisan Islam
Setiap hukum dalam operasionalnya mempunyai asas sebagai langkah
awal penerapan hukum tersebut. Asas hukum kewarisan Islam adalah:
1. Asas Jjbari

Secara etimologi kata jfbari berasal dari Bahasa Arab, al-Jjbarialah a/-
Ikrah (pemaksaan). Ungkapan “gjbarahu ‘ala al-amr” berarti memaksanya
untuk melakukan sesuatu, sedangkan “gjbartubu ‘ali kazs’ berarti aku
membebankan sesuatu kepadanya secara paksa, hal ini menurut logat
umumnya bangsa Arab. Sedang menurut logat bani 7am#n dan banyak dari
penduduk Hijaz yang menggunakan logat tersebut, bahwa jabartuhi-Jabran
termasuk pada bab Qatals- Yaqtulu-qotian.'

Imam Syafi’i juga mengakui hal tersebut. Ia memang termasuk
penduduk Hjjaz yang fasih mengunakan logat tersebut. Hanya para ahli
Nahwu lebih sukar menjadikan jabartu tanpa hamzah, yakni bukan afbartu
untuk menyatakan kebalikan situasi, seperti " Jabara al-fagiru ba’da faqatihs”,
yang faqir menjadi cukup setelah sebelumnya ia sengsara. Para ahli Nahwu

berpendapat bahwa al-Jjbaritu dibatasi pada makna ikrah “pemaksaan”.

' Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Mugqri Al-Fayumi, a/-Misbah al-Munir, Juz 1 (t.t; t.p, t.t.p), 90.

15
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Sedangkan makna jfbar menurut terminologi adalah suatu hak yang
diberikan oleh Syari'at Islam kepada wali untuk melaksanakan akad
pernikahan seseorang yang mempunyai hak untuk diurus tanpa harus merujuk
kepada orang yang diurus untuk dimintai pendapatnya. Akad yang
dilakukannya itu berlaku bagi yang ia urus.

Kemudian dalam hal ini, jjbari dikaitkan dengan asas yang terdapat
dalam sistem kewarisan Islam, yaitu Asas jjbari adalah asas yang berkaitan
dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, bagaimana cara pemilikan
harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu
terjadinya peralihan itu.

Ayat-ayat al-Qui’an yang berkaitan dengan asas jjbari yang langsung
berhubungan dengan kewarisan adalah surat a/~Nisg'7.

‘/.‘ €
|
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Artinya: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum)
siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang
yang yakin?” (al-Maidah : 50)

. [N AL N PP L G 3 _-ro % -
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Artinya: “al-Qur’an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat
bagi kaum yang meyakini.” (al-Jasiyah : 20)

(U el 345 50
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Artinya: “dan sesungguhnya al-Qur’an itu benar-benar kebenaran yang
diyakini.” (al-Haqqah : 51)
(o1 H\SI U“ajrl"u By ¢

Artinya: “Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang
Yakin.” (at-Takasur : 5)

(S gadl 25 (S
Artinya: “dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ain
al-yaqin.” (at-Takasur : 7)
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Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak
dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.” (al-Nisa' : 7)

Amir Syarifuddin menjelasakan makna asas fjbar7 dengan peralihan
harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku
dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang

akan menerima.’

% Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. 1I (Jakarta: Prenada Media. 2005), 17. Mohammad
Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar llmu Hukum dan Tara Hukum Islam di Indonesia, Edisi
Keenam, cet. VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 128. Moh. Muhibbin, dan Abdul
Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, cet. 1 (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), 22
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Kata-kata jjbari sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan
(compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Unsur
paksaan secara terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris
terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan
yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum
Perdata (BW) yang mana peralihan hak kewarisan tergantung kepada
kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan
menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.3

Moh. Muhibbin dan Abdul wahid menjabarkan bahwa secara leksikal
kata jjbari mengandung arti paksaan, dan dijalankannya asas ini dalam hukum
kewarisan Islam ‘mengandung arti” baliwa peralihan “harta “tersebut terjadi
dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung pada kehendak
dari orang yang mewariskan atau pun permintaan dari ahli warisnya.4

Apabila dalam prakteknya ada seorang ahli waris yang merasa lebih
cukup dari pada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan harta warisan
tersebut, maka dia tetap berkewajiban menerima harta itu, adapun harta
tersebut akan disumbangkan atau untuk keperluan yang lain terserah kepada
yang menerima harta tersebut. Hal yang pokok adalah setelah semua itu
diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar yang

jelas.

* Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 17.
4 Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di
Indonesia, 22.
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Pemindahan harta tersebut semata-mata karena kematian orang yang
memiliki harta. Artinya asas /jbari berlaku dengan sendirinya hanya terjadi
ketika orang tersebut telah meninggal dunia, dan tidak berlaku bila yang
memiliki harta masih hidup.®

Adanya asas fjbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari
beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang
beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur jjbari dari segi peralihan mengandung arti bahwa harta orang
yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa
kecuali oleh Allah SWT, dapat dilihat dalam surat an-Nisa’(4):7. Ayat ini
menjeiaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada “nasib”
dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata “nasib” berarti
bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain.
Dari kata nasib ini dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang
ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris.
Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal,
begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk fjbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris
dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris

maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi

5 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin,
(Jogjakarta: UH Press, 2005), 34.
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apa yang telah ditentukan. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah
ditentukan. Adanya unsur ini dapat dilihat dari kata “maffudan” yang secara
etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan.®

Bentuk fjbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka
yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga
tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan
memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur
Ijbari dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah
dalam ayat 11, 12, dan 176 surah an-Nisa”’

2. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti seseorang berhak menerima warisan dari kedua
belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat
keturunan perempuan.®

Asas bilateral ini tampak dan dapat dilihat pada al-Qur’an Surat an-
Nisa 7, 11, 12 dan 176 dalam ayat 7 surat itu disebutkan bahwa seorang laki-
laki berhak mendapatkan warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya, demikian
9

juga seorang perempuan berhak mendapatkan warisan.

3. Asas Individual

¢ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 18-19.

7 Ibid, 18-19.

® Abdul Ghofur Anshor, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, 34. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid,
Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Huum Positif di Indonesia, 24.

® Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, 128.
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Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan
arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.
Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat
dengan ahli waris yang lain.'’

4. Asas Keadilan Berimbang
Memiliki makna keseimbangan antara hak dan kewajiban dan

keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Menurut
Beni, dalam kewarisan Islam, asas ini berarti para ahli waris laiki-laki dan
perempuan diberikan baiannya masing-masing secara proporsional, karena
makna keadilan bukan pada bagian yang sama rata, melainkan adanya
keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan  kewajiban secara
proporsional.'!

5. Asas Semata Akibat Kematian
Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang

lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.'?
B. Tinjavan Umum Tentang Mawaris

1. Pengertian Mawaris

1 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Huum Positif di
Indonesia, 28. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di
Indonesia, 129.

'' Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris, 33.

12 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 17.
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Ada dua istilah yang digunakan untuk soal perpindahan harta dari
seseorang kepada orang lain yang menjadi ahli warisnya dan disebabkan karena
kematian, yaitu mawaris dan faraid.

Kata warisan/kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia

adalah berasal dari bahasa Arab Ui~ i & | yang berarti pindahnya harta si

Fulan setelah wafatnya.”’ Secara etimologi arti kata “mawaris” adalah
perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari golongan kepada
golongan yang lain.!* as-Sabumi menjelaskan bahwa pengertian ini memiliki
cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta benda saja,
melainkan juga ilmu atau kemuliaan,

Mawaris secara terminologi ialah perpindahannya hak kepemilikan dari
orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang
ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa sajayang berupa hak miik
legal sacara syar’i.'’ Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam mawaris yaitu
pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris. '

Sedangkan kata faraid adalah merupakan bentuk jamak dari kata faridah

yang memiliki makna bagian yang sudah dipastikan kadarnya. Menurut

" Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an, 1998), 496.

"' M. Ali as-Sabimi, Pembagian Waris Menurut Islam, teri. Oleh A.M. Basalamah, cet. Il (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), 33.

'S Ibid,, 33.

' Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. IV (Jakarta: CV Akademika Pressindo,
2004), 155.
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Abdurrahman kata faraid diartikan seperti ini karena saham-saham yang telah
dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum
dipastikan kadarnya.'”

Menurut Imam Syamsuddin kata faraid bentuk jamak dari fardun yang
berarti faqdir ketentuan, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Bagarah:
273. Selain itu juga berarti a/-Qat’u (tertentu), hal ini berdasarkan pada firman
Allah dalam surat an-Nisa“ 7. Juga bisa berarti a/-Inzal (turun), definisi ini
bedasar pada firman Allah surat a/-Qasas: 85. Berikutnya faraid bermakna at-
Tabyin (penjelas), seperti firman Allah pada surat a¢-Tahrim: 2.'8

Secara terminologi kata faraid dalam konteks kewarisan berarti pengalihan
harta pewaris kepada ahii warisnya dengan saham yang pasti. Karena menurut Ali
Parman, kata faraid sebenarnya berarti kewajiban atau perintah, kemudian kata itu
seringkali diartikan sebagai saham-saham yang telah dipastikan kadarnya, maka ia
mengandung arti sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena
datangnya dari Allah."

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian yang telah disebutkan di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menyangkut harta peninggalan pewaris

7 Fathurrahman, llmu Waris, cet II1, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), 31.

** Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syirbani, Mughni al-Muht3j ild Ma’rifat
Ma’ani Alfaz al-Minhaj, juz TV (Bairut Lubnan: Dar al-Kutub al-*Ilmiyah, 1994), 5.

' Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur’an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik,
edisi 1, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 28-30. Baca Juga Beni Ahmad Saebani,
Figh Mawaris, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14.
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untuk dipindahkan kepada ahli warisnya yang berhak setelah ditentukan bagian-
bagiannya.
2. Sumber Hukum Kewarisan

Sumber-sumber kewarisan hukum Islam itu adalah a&/-Qur’an, Sunah
Rosul, dan Jjtihad.
a. Al-Qur’an

Dalam Al-Qur'an sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang

menyingung tentang kewarisan Islam, dan memberikan pedoman yang cukup

rinci, antara lain:
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Artinya: “Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk)anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama
dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga
dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
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Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.”(QS. 4:11).2°

b. as-Sunnah
Sebagai sumber legalisasi kedua setelah Al-Qur’an, sunah memiliki
fungsi sebagai penafsir/pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur'an, pada
akhirnya hadis juga dapat membentuk hukum yang tidak disebut dalam Al-
Qur'an,” sebagai bentuk nyata dari fungsi hadits sebagai konkritisasi Al-
Qur’an dalam bidang kewarisan, misalnya:
s0 4 o \ Yy N
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Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra Nabi SAW, bersabda: “Berikanlah bagian-
bagian tertentu  kepada orang-otang yang berhak  atasnya. Maka
sesungguhnya untuk sisanya (yaitu apa yang masih tinggal sesudah
pembagian) untuk  orang laki-laki yang lebih utama (dekat
kerabatnya).
c. ljtibad”
Iljtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama’ dalam menyelesaikan
kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Contoh
terhadap masalah Rad atau ‘Aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat,

sejalan dengan hasil fjtihad masing-masing Sahabat, Tabi’in atau Ulama’

® Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 116-117.

2! Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, tej. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh.
Tolchah Mansoer, cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 53-55.

* Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Huijaj al-Qusyairi an-Nisabiii, Sahih Muslim b Syarh an-
Nawawi, juz X1, hadits no. 1615 (Bairut Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), 45.

» Muhammad Abu Zahrah, Ustl al-Figh, (t.t: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.p), 379. Pokja Forum Karya
llmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi’in PP. Lirboyo Kediri, Kilas Balik
Teoritis Figh Islam, cet. 11 (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi’in, 2005),
314-315. Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1999), 105.
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3. Ketentuan Kewarisan Islam
a. Sebab-sebab Terjadinya Warisan:
1) Di zaman Arab Pra Islam (Zaman Jahiliyah)**

a) Adanya hubungan darah, mewaris di sini berlaku hanya bagi laki-laki
yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut
rampasan perang dari musuh dan tidak berlaku bagi wanita serta anak
kecil biarpun laki-laki karena mereka tidak sanggup berperang.

b) Hubungan sebagai anak angkat, seorang anak orang lain yang
diangkat oleh seseorang menjadi anak angkat, mendapat hak sebagai
anak dalam hal mewaris, jadilah mereka saling mewarisi.

¢) Hubungan “berdasarkan” sumpah 'dan janji, "apabila“ ‘dua’orang
bersumpah dan berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan
saling mewaris, jadilah mereka saling mewaris.

2) Zaman permulaan Islam?

a) Hubungan darah, dalam hubungan darah ini tidak terbatas pada laki-
laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang
mempunyai hubungan darah

b) Tidak diperlukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk

menjadi sebab mewarisi.

% Fatchur Rahman, llmu Waris, 12.
» Muhibbin, dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di
Indonesia, 35.
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¢) Hubungan janji untuk mewaris, janji untuk mewaris tetap
dipertahankan dalam permulaan Islam
d) Hijrah, orang yang sesama hijrah dalam permulaan pengembangan
Islam itu saling mewarisi sekalipun tidak mempunyai hubungan
darah, begitu berlaku sebaliknya.
¢) Hubungan persaudaraan, Rasul mempersaudarakan orang-orang
tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Dan
tindakan rosul itu mulanya menjadi sebab mereka yang
dipersaudarakan itu saling mewaris.
3) Sesudah ayat mawaris turun dengan lengkap.?®
&) " Hubungan kerabat atau nasab,’” yaitu hubungan nasab antara otang
yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan
oleh kelahiran.® Al-Qur’an sendiri menyinggung tentang adanya

hubungan nasab, surat a/-Anfal: 75

'o’o)}'na

B (3 ey Jf gand 391 Sy
Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan,
sebagaimana lebih utama dibandingkan dengan yang lain
dalam kitab Allah”(QS. 8:75).%
b) Hubungan Perkawinan, yaitu ikatan perkawinan yang sah antara

suami istri, walaupun belum digauli atau belum terjadi Khalwat

% Ahmad Kuzari, Sistem Ashabah, Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan, edisi 1, cet. |
(jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 18.

%7 Drs. Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris, 109.

% Fatchur Rahman, /imu Waris, 116.

B Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat 8:75.
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(tinggal berduaan). Adapun nikah yang fasid atau nikah yang batil
maka tiada saling mewarisi diantara keduanya.*’

¢) Hubungan wala’, yaitu kekerabatan kerena sebab hukum, disebut
juga wala’ al-‘itqi dan wala an-ni’'mah. Menurut Sayyid Sabig
wala’ disebut juga kekerabatan atau nasab hukmi, dia berpegangan
pada hadits Nabi yang artinya: “wala’ itu adalah kekerabat seperti
kekerabatan karena nasab”. Sehingga wala’ bisa menjadi sebab
seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang lain yang
memiliki hubungan wa/a’ dengan orang yang meninggal.®' Yang
menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang
dilakukan seseorang. Orang yang membebaskan budak berarti telah
mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia.
Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi
terhadap budak yang dibebaskan,’? apabila budak tersebut tidak
mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta
warisan akan tetapi tidak untuk sebaliknya, seperti sabda nabi:

Y]

A gy B S ey e B o B S, J6 B Az e e

30 M. ‘Ali ag-Sabimi, Pembagian Waris Menurut Islam, 39
3! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah X1V, 258-259.
%2 Ibid. Baca juga Fatchur Rahman, lmu Waris, 121.
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Artinya: Dari Aisyah beliau berkata: Rasulullah SAW berkata "Wala’ itu adalah
kerabat seperti kekerabatan karena nasab”. >

Meskipun demikian, perlu dikemukakan bahwa pusaka mempusaki dengan
sebab wala’ ini secara praktis sudah tidak berlaku lagi, karena perbudakan telah lama
tiada.

b. Syarat-syarat Pewarisan

1) Wafatnya orang yang mewariskan dengan sebenarnya, secara hukum,
atau dikira-kirakan. Menurut as-Sabuni yang dimaksud meninggalnya
pewaris baik secara hakiki maupun secara hukmi adalah bahwa
seseorang itu telah meninggal dunia dan diketahui oleh seluruh ahli
warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditentukan oleh
hakim terhadap seseorang yang tidak lagi diketahui lagi keadaan dan
keberadaanya, seperti orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahi
lagi secara pasti, schingga hakim memberikan vonis sebagai orang yang
telah meninggal.>*

2) Kepastian hidup pewaris ketika wafatnya orang yang mewariskan

3) Pengetahuan tentang keadaan ahli waris.*

¢. Rukun Pewarisan

3 Al-Imam Al-Hafidh Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Juz I,
hadits no. 2916 (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-‘llmiyah, 1992), 17. Syamsuddin Muhammad bin
Muhammad al-Khotib as-Syarbini, Mughni al-Mult4j ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj, 9

3 M. “Ali as-Sabimni, Pembagian Waris Menurut Islam, 40.

* Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islim wa Adilatubu VI, cet 1L, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 253-
254. M. Ali as-Sabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, 40-41.
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1) Yang mewariskan, yaitu mayit yang hartanya diwarisi oleh orang lain,
dalam hal ini wafatnya seseorang baik secara hakikat, dikira-kirakan
atau secara hukum.

a) Secara hakikat; mati sebab usia tua atau sakit

b) Dikira-kirakan; matinya sebuah janin yang mana terputus dari
ibunya dengan jalan keguguran

¢) Secara hukum; putusan dari Pengadilan, misal; sudah lama hilang
sementara orang-orang seusia dia sudah banyak yang meninggal.
Idris Ramulyo menjelaskan bahwa kematian ada tiga tipe, yaitu 1).
Mati hakiki, ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang
dapat dibuktikan dengan ‘panca indra atau oleh dokier. 2). Mati
hukmi, ialah mati yang dinyatakan oleh putusan hakim, pada
hakikatnya mungkin orang itu masih hidup atau ada kemungkinan
antara hidup dan mati, tetapi menurut hakim dianggap mati karena
sudah tidak jelas dimana dia berada. 3). Mati taqdir, yaitu kematian
bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya hal-hal seperti akibat
pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan ibunya minum
racun, jadi semata-mat karena kekerasan dan tidak langsung

terhadap sang bayi.*

3 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, edisi revisi, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 86.



2) Pewaris, yaitu orang yang berhak mendapat warisan-dengan sebab-

sebab yang lalu, seperti hubungan nasab dan suami istri dan lain-lain
3) Yang diwarisi, yaitu harta yang ditinggalkan mayit.’’
4. Urgensi dan Fungsi Kewarisan
Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur dengan jelas
dalam A/-Qur’an dan as-Sunnah, hal ini membuktikan bahwa urusan kewarisan
merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, begitu pentingnya ilmu
kewarisan didukung oleh pesan Nabi kepada umatnya:
L2 o A S Ll Sl AL
Artinya: “Pelajarilah Al-Qur’an serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada
orang lain. Sesungguhnya cakuseorang yang ‘bakal -sirna” (HiRo, at-
Turmuzi).*®
Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid memaparkan bahwa para ulama
menetapkan mempelajari ilmu faraid adalah fardhu kifayah. Artinya jika dalam
suatu daerah sudah tidak lagi yang bisa tentang ilmu ini, maka satu daerah tersebut
mendapatkan dosa secara keseluruhan, akan tetapi jika masih ada —meskipun
hanya satu orang—maka yang lain tidak mendapatkan dosa.
Selain itu mereka juga menyebutkan bahwa fungsi kewarisan adalah dapat

membantu menyelesaikan permasalahan waris yang terjadi di lingkungan

" M. Ali as-Sabuni, lmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, 32.
% Abil ‘Isa bin ‘Isa bin Saurah, a/-Jami” as-Sahih, 360-361.
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keluarga, lebih-lebih permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas karena
tidak sedikit kasus yang terjadi gara-gara warisan saudara menjadi musuh.*
Adapun fungsi kewarisan sendiri dapat disimpulkan sebagai berikut:*°
a. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris
sepeninggal pewaris.
b. Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta

kekayaan yang dilarang oleh agama, seperti dalam surat an-Nisa’ayat 37
Cagh U6 2 o800 G 2y attad 20 A 20T 02K, il L G0k Bl 1l
Artinya: “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat
kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya
kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir

siksa yang menghinakan.” (QS. 4:37)"!

c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna

memberi kebaikan bagi keturunan sepeninggalnya

% Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di
Indonesia, 10. Abdul Ghofur Anshor, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, 39.

“ Abdul Ghofur Anshor, F ilsafat Hukum Kewarisan Islam, 39.

1 41-Qur’an dan Terjemahannya, Surat 4:37.
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LAPORAN PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI ASAS I/BART
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
PERKARA NO: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ
DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk adalah salah satu instansi pemerintah
yang menangani masalah hukum perdata di Lingkungan Peradilan Agama
Kota Nganjuk dan berkedudukan di jalan Gatot Subroto Nganjuk. Sesuai
dengan keberadaannya, maka Pengadilan Agama ini harus mampu melayani
kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, terutama
bidang al-Akiawal asy-Syakhsiyyah (hukum kekeluargaan) bagi umat islam.

Untuk mengetahui lebih jelas keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk,
maka dikemukakan kondisi geografis Kabupaten Nganjuk. Kabupaten
Nganjuk berada di ketinggian 140 m dari permukaan laut, antara 111 45°-112

13’ Bujur Timur dan 7 20°-7 50° Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai

berikut:
a. Sebelah Barat : Kabupaten Madiun
b. Sebelah Timur : Kabupaten Jombang
c. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri

33
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Wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Nganjuk, meliputi 20 wilayah

Kecamatan dan terdiri dari 277 desa/kelurahan, adapun secara terperincian

akan digambarkan sebagai berikut:

1.

2.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Kecamatan Nganjuk, terdiri dari 15 Desa
Kecamatan Sukomoro, terdiri dari 12 Desa
Kecamatan Loceret, terdiri dari 22 Desa
Kecamatan Bagor, terdiri dari 21 Desa
Kecamatan Wilangan, terdiri dari 6 Desa
Kecamatan Berbek, terdiri dari 19 Desa
Kecamatan Pace, terdiri dari 18 Desa
Kecamatan Gondang, terdiri dari 16 Desa
Kecamatan Rejoso, terdiri dari 28 Desa
Kecamatan Tanjunganom, terdiri dari 16 Desa
Kecamatan Kertosono, terdiri dari 14 Desa
Kecamatan Ngetos, terdiri dari 7 Desa
Kecamatan Sawahan, terdiri dari 9 Desa
Kecamatan Baron, terdiri dari 11 Desa
Kecamatan Patianworo, terdiri dari 11 Desa
Kecamatan Lengkong, terdiri dari 14 Desa
Kecamatan Prambon, terdiri dari 14 Desa
Kecamatan Ngronggot, terdiri dari 13 Desa
Kecamatan Jatikalen, terdiri dari 10 Desa

Kecamatan Ngeluyu, terdiri dari 6 Desa
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Pengadilan Agama Nganjuk adalah salah satu Pengadilan Agama di
Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat Kebupaten Nganjuk dalam
bidang hukum perdata, sesuai dengan bunyi dan maksud pasal 49 ayat (1, 2,
dan 3) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang
dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf dan shadaqah.”

Sedangkan bidang kewarisan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,
ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan melaksanakan
pembagian harta peninggalan tersebut.

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu
(urisdiksi relatif) yang meliputi satu Kabupaten. Dengan demikian
Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai wilayah hukum yang meliputi satu
Kabupaten Nganjuk.

Jadi kedudukan Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan bunyi pasal
4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota
Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya
atau Kabupaten”.

Ini mempuyai arti sangat penting sehubungan dengan Pengadilan
Agama kemana orang membawa perkaranya. Kompetensi Absolut perkara di
Pengadilan Agama, rinciannya tercantum dalam penjelasan pasal 49 ayat (2)
yaitu: Mengenai perkara-perkara sengketa kewarisan:

Untuk menunjang program kerja yang telah ditetapkan, maka

diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat
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dilaksanakan dengan efektif dan efesien. Program kerja dapat berjalan dengan
lancar, jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik
dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja
yang efektif, sehingga dalam organisasi itu tugas-tugas yang diamanatkan

akan jelas.

. Prosedur Penerimaan Perkara Sengketa Kewarisan
Pada dasarnya prosesi dalam penyelesaian sengketa waris dengan
perkara-perkara lainnya adalah sama, hanya saja asas jibar7 ditampilkan
sebagai  solusi atas sengketa dengan nomor perkara no.
375/Pdt.G/2005/PA.NGJ. Adapun tahapan proses penyelesaian sengketa waris
tersebut di Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut:
Duduk Perkaranya
Bapak Mislahun bin Yunan meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus
1991 dan istrinya Shofiyah binti Rosyad meninggal tanggal 22 Maret 1998,
meninggalkan ahli waris 9 orang anak, terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 4
orang anak perempuan. Disamping itu meninggalkan harta warisan terdiri
dari:
a) Harta tidak bergerak yang dikuasai tergugat sejak tahun 1999:
1. Tanah sawah seluas 10.980 M2, 10.450 M2, 1.670 M2, beserta
sebuah bangunan rumah permanen, 4 buah bangunan toko
permanen dan 3 buah bangunan toko tidak permanen, tanah kebun

seluas 1.420 M? dan sebidang tanah kebun seluas 17.304 M? di
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desa Baron, tanah sawah seluas 2.050 M? di desa selokajang
Kabupaten Blitar, menghasilkan Rp. 129.750.000,-

2. Hasil penjualan 50 batang pohon kelapa, Rp. 12.500.000,- dan
penjualan bambu Rp. 1.000.000,-.

Jika dijumlah semuanya dari nominal harta yang tidak
bergerak yang dikuasai pihak tergugat sejak tahun 1999 adalah Rp.
143.250.000,-

b) Harta tidak bergerak yang dikuasai penggugat:
1. Sebidang tanah sawah seluas 10.980 M?, di desa Baron, yang baru
diserahkan sejak tahun 2004, menghasilkan Rp. 4.000.000,-
2. Sebagian hasil tanah kebun seluas 17.304 M? di desa Baron, Rp.
2.700.000,-
3. Tanah sawah seluas 2.050 M?, dan 3.400 M? di desa selokajang
Blitar menghasilkan, Rp. 350.000,-dan Rp. 1.500.000,-
Jadi jumlah harta tidak bergerak yang dikuasai penggugat adalah
Rp. 8.550.000,-
Beberapa pihak ahli waris dengan inisial BM, SK, KM, TLM, MH, IA,
LIM, mengajukan gugatan waris terhadap kedua orang saudara kandungnya
bernama Moh. Khoiri dan Nur Afifah Khurin Maknin dengan alasan dibawah
ini:
a) Berkeberatan atas pengusaan serta menikmati harta warisan dan

hasil-hasilnya
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b) Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan pembagian
harta warisan secara kekelurgaan tetapi tidak berhasil

c) Bapak Mislahun bin Yunan dan istrinya Shofiyah binti Rosyad
sudah cukup lama meninggal, namun harta peninggalannya sampai

saat ini belum dapat dibagi kepada semua ahli waris

C. Pemeriksaan Perkara Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perkara No.
375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

Pada tahap ini hakim akan mengambil langkah-langkah sebelum
memutuskan suatu perkara, adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai
berikut .

i. Upaya perdamaian

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang
berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam
memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisian yang terjadi diantara
umat manusia dengan jalan perdamaian (is/ah).' Dalam pemeriksaan
sidang pertama tanggal 12 Mei 2005, sidang ditunda guna memberi
kesempatan kepada para pihak berupaya damai serta memanggil turut
tergugat. Sedangkan sidang ke-2, Hari Kamis Tanggal 26 Mei untuk
keperluan di atas. Pada sidang ke-2 tersebut majelis hakim telah berusaha
mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dimulailah

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat.

' Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 99.
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2. Upaya Pembacaan Gugatan

Pada sidang ke-2, Hari Kamis Tanggal 26 Mei 2005, ketua majelis
hakim membacakan gugatan pengugat yang telah didaftar di panitera
tanggal 4 Mei 2005 No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ. Inti dari gugatan
tersebut adalah tergugat telah menguasai dan menikmati harta warisan
serta hasil-hasilnya, yang jelas sangat merugikan hak-hak dan kepentingan
para penggugat. Untuk itu sampailah pada lanjutan sidang ke-3, yakni
pada tanggal 9 Juni, tetapi pada sidang ke-3 inipun masih belum
menemukan hasil. Selanjutnya sidang ditunda guna memberikan
kesempatan kepada para penggugat melalui kuasanya untuk memberikan
replik atas jawaban tergugat dan turut tergugat.

3. Jawaban Tergugat

Setelah ketua majelis hakim selesai membacakan isi gugatan, yang
isi jawabannya adalah bahwa, tergugat I dan turut tergugat pada pokoknya
menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, Kemudian Tergugat I
menambahkan keterangan bahwa adanya kerugian sebagai wali dan
kerugian akibat gugatan yang jumlahnya Rp. 150.000.000,-.2 Pada tahap
ini, atau tepatnya setelah sidang ketiga tanggal 9 Juni sampai pada sidang
keempat, telah terjadi putusan sela tentang adanya sita jaminan
(CB)/tanggal 23 Juni. Kemudian sidang dilanjutkan lagi pada tanggal 18
Juli, 22 Juli, 25 Juli dan 1 Agustus.

4. Pembuktian

? Pengadilan Agama Nganjuk, Putusan Nomor: No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ (Nganjuk: 26 mei
2005).
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Dalam tahapan ini setiap pihak mengajukan bukti. Semua alat bukti
disodorkan kepada majelis, tepatnya setelah sidang kesembilan, tanggal 8
Agustus, Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak
tergugat mengajukan bukti-bukti.’ Adapun mencari dan menghadirkan
bukti menjadi tugas pihak yang terkait, dan hakim membantu
menghadirkan saksi.*

Dalam kasus sengketa kewarisan yang terjadi di Pengadilan Agama
Nganjuk dengan perkara no. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ, penggugat
mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani
oleh kepala desa Baron, nomor 127/4.26.103/VII/2005 tertanggal 23
Juli 2005.(P.1)

2. Copy surat keterangan kematian Mislahun yang ditandatangani oleh
oleh kepala desa Baron tertanggal 1 Maret 2005.(P.2)

3. Copy surat keterangan tentang kematian Shofiyah oleh kepala desa
Baron, tertanggal 1 Maret (P.3)

4. Copy sertifikat hak milik atas nama Shofiyah No. 160/1981 (P.4)

5. Copy sertifikat hak milik atas nama Shofiyah No. 141/1980 (P.5)

6. Copy sertifikat hak milik atas nama Shofiyah No. 142/1980(P.6 )

7. Copy data tanah sawah dan pekarangan milik Shofiyah No. 541 dari

Sekdes Baron tertanggal 25 Pebruari 2005 (P.7)

3 .
Ibid.
* Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, 136.
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8. Copy sertifikat hak milik atas nama Drs. Bahrul Ma’arif No. 261/1997
(P.8)

9. Copy sertifikat hak milik atas nama Drs. Bahrul Ma’arif No. 255/1997
P.9)

10. Copy Kwitansi No.17 tentang sewa tanah yang dilakukan oleh tergugat
kepada saudara Maliki (P.10)

11. Copy surat perjanjian tentang kontrak kios yang dilakukan tergugat
dengan Yasori (P.11)

12. Copy kwitansi No. 14, tentang kontrak kios yang dilakukan tergugat
dan saudara Nadziroh (P.12)

13. Copy kwitansi tentang adanya sewa menyewa oleh tergugat kepada
pihak ketiga berupa tiga buah toko tidak permanen dari Juli 2001-2003
dan kwitansi tentang adanya perpanjangan sewa menyewa dengan
ketiga tersebut (P.13)

14. Copy kwitansi perpanjangan seperti di atas mulai dari Juli 1999-2004
dan kwitansi perpanjangan dari Juli 2004-2010 (P.14)

15. Copy kwitansi tentang adanya perpanjangan kontrak wartel kepada
pihak ketiga dari 1 September 2004-1 September 2007 (P.15)

Tergugat tidak membantah kebenaran surat-surat bukti tersebut,
baik formal maupun materiil
Untuk menguatkan dalil-dalilnya tergugat juga menyampaikan

bukti-bukti saksi, sebagai berikut:

1. Agus Sulaiman
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Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah paman mereka

Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris

Tidak mengetahui secara pasti mengenai harta peninggalan pewaris
Sepeninggal pewaris (Shofiyah) seluruh harta peninggalan yang
ada dikelola oleh tergugat

Pada saat pewaris meninggal dunia, anak-anaknya yang telah
menikah hanya Bahrul Ma’arif dan Saiful Karim, sedang yang
lainnya masih melanjutkan pendidikan serta hidup serumah
dengan tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti
dari mana biaya pendidikan mereka

Tidak mengetahui adanya hibah oleh pewaris (Shofiyah) mengenai
sebagian harta peninggalannya untuk tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, tergugat tidak membantahnya,

hanya ia menyatakan bahwa uang yang dipakai untuk membayar tanah

tersebut adalah uang tergugat sendiri, bukan milik pewaris.

2. Sai’dah

a.

b.

Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah bibi mereka
Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris

Tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah harta peninggalan
pewaris

Saksi mengetahui sepeninggal pewaris seluruh harta
peninggalnnya di Baron dikelola tergugat

Para pihak tidak membantah keterangan saksi tersebut.
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Atas keterangan saksi di atas tergugat membenarkan, sedang para
penggugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut.
3. Damanhuri
a. Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga
mereka
b. Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris
c. Tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah harta peninggalan
pewaris, hanya saja saksi mengetahui bahwa para pewaris tersebut
memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan
berikut bangunan rumah 3 tempat dan beberap kios yang
semuanya berada di Baron
d. Saksi mengetahui sepeninggai pewaris (Shofiyah) masih hidup,
pernah bercerita kepada saksi, untuk urusan pajak supaya diurus
oleh tergugat. Kemudian saksi berkesimpulan bahwa rumah
pewaris yang ditempati tergugat, tanah, kebun yang berada
disebelah barat masjid Baron telah dihibahkan kepada tergugat.
Atas keterangan saksi di atas tergugat membenarkan, sedang para
penggugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut.
4. Wilasiadi
a. Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah kepala dusun
dan bertetangga dengan mereka

b. Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris
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c. Saksi mengetahui semasa para pewaris masih hidup mereka
menempati rumah kediaman yang saat ini ditempati tergugat, dan
sepeninggal pewaris rumah itu ditempati oleh tergugat bersama
adik-adiknya (Miftahul Huda dan Afif), yang saat itu masih kuliah

d. Saksi tidak mengetahui dari mana biaya perkuliahan mereka
diperoleh.

e. Pada tanggal 22 Pebruari, saksi beserta kepala Desa dan Bapak
Carik (Sekdes) Desa Baron dimintai sebagai saksi atas pembagian
waris dari Bapak Mislahun (dihadiri oleh seluruh anak pewaris,
kecuali anak perempuannya yang berada di Jakarta). Seluruh
saudara kandung tergugat sepakat untuk meengembalikan uang
milik tergugat Rp. 67.000.000,- dengan cara dicicil dua tahap,
tetapi saksi tidak mengetahui asal-usul uang tersebut.

f. Pada pertemuan itu pula juga dibicarakan mengenai tanah sawah
pewaris yang berada di Dusun Baron timur dibagi menjadi lima
bagian untuk ahli waris laki-laki, sedang tanah sawah yang
terletak di Desa Lobeser dan kios-kios di Dusun Wates, diberikan
kepada ahli waris perempuan, dan tanah pekarangan di belakang
Kantor Urusan Agama (KUA) Baron dibagi meenjadi dua bagian,
untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Hari berikutnya
diadakan pengukuran tanah-tanah tersebut oleh pak Carik dan
dihadiri para ahli waris. Saksi tidak mengetahui proses jalannya

musyawarah tersebut.



g.

45

Saksi juga tidak tahu mengenai bagaimana proses berikutnya
setelah terjadi pengukuran atas tanah-tanah tersebut, tetapi yang
pasti saksi mengetahui bahwa setelah pengukuran tersebut, tanah-
tanah itu tetap dikuasai oleh tergugat, dengan dalil bahwa
pembagian tersebut dirasaakan tergugat tidak adil.

Atas keterangan saksi tersebut, tergugat tidak membantahnya,

sedang para penggugat menanggapinya dengan menerangkan bahwa pada

akhirnya kesepakaatan tersebut tidak pernah terlaksana, karena tergugat

ternyata selalu meenghalangi proses pembagian harta peninggalan para

pewaris, bahkan sempat mengancam akan mencabut patok, jika proses

pembagian waris tersebut tetap dilanjutkan.

5. Mughoniyah

a.

Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga dekat
mereka dan pernah menyewa toko peninggalan orang tua mereka
Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris

Pada tahun 1979-2001 saksi telah menyewa sebagian kios/toko
tersebut seharga Rp.500.000,-tahun melalui transaksi dengan
tergugat

Saksi mendengar bahwa ahli waris Bapak Mislahun sepakat untuk
mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh tergugat (untuk
biaya pendidikan adik-adiknya, tetapi saksi tidak tahu sumber

keuangannya secara pasti).
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Selain keterangan bukti saksi, tergugat juga menyampaikan alat

bukti surat yang berupa:

1.

10.

Foto copy surat keterangan tentang status perkawinan putra putri
Bapak/Ibu Mislahun yang dibuat tergugat tertanggal 5 Agustus
2005 (bukti T.1)

Foto copy Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, tentang
hak dan kewajiban orang tua dan anak pasal 45 ayat (1) dan pasal
46 ayat (1 dan 2) (bukti T.2)

Foto copy Al-Qur’an tarjamah an-Nisa’ ayat (9,11, dan 12) (bukti
T.3)

Foto copy surat keterangan tentang peengeluaran keuangan
keluarga Bapak Misiahun/ibu Shofiyah yang dibuat tergugat
tertanggal 9 Agustus 2005 (T.4)

Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2005
an.Shofiyah (T.5)

Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2005
an.Shofiyah (T.6)

Foto copy pembayaran tagihan telephone dan listrik bulan Juni
2005 an.Mislahun (T.7)

Foto copy kwitansi pembayaran tanah sawah 500 ru (T.8)

Foto copy ijazah (S.1) an.Tatik Lailatul Maghfiroh (T.9)

Foto copy kartu mahasiswa dan kwitansi pembayaran SPP an.Nur

Afifah Khurin Maknin (T.10)
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11. Foto copy hasil musyawarah keluarga Bapak Mislahun (alm)
tanggal 22 Pebruari 2004 (T.11)

12. Foto copy laporan pertanggung jawaban kegiatan keluarga dan
ekonomi keluarga masa bakti 1989-2003 (T.12)

13. Foto copy surat pernyataan dan kesaksian tentang hibah yang
dibuat Damanhuri (T.13)

14. Foto copy kwitansi pembayaran harga sawah 11 lembar (T.14)

15. Surat pemyataan sumpah an. Moch Khoiri (T.15)

16. Foto copy nama-nama dan alamat para saksi yang dibuat dan
ditanda tangani oleh tergugat (T.16)

17. Foto copy berita acara pembagian waris, yang pernah disepakati
oleh para penggugat (T.i7)

18. Foto copy surat pernyataan dan kesaksian saksi an.Nur Afifah
Khurin M dan Lain-lain (T.18)

19. Foto copy ijazah an. Nur Afifah Khurin M, Isti’anul Amira dan
Miftahul Huda (tiga lembar) (T.19)

20. Foto copy kwitansi pembayaran, dua lembar (T.20)
Atas surat-surat bukti tersebut, para penggugat telah

menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya mereka menyatakan
bahwa sebagian bukti-bukti surat yang diajukan tergugat secara yuridis

formil tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, sedangkan



48

sebagian yang lainnya secara materiil tidak memperkuat dalil-dalil
tergugat, oleh karenanya supaya dikesampingkan.’
5. Kesimpulan
Dalam tahap kesimpulan, maka atas kesempatan yang diberikan
oleh Ketua Majelis Hakim, penggugat menyatakan secara lisan bahwa ia
tetap pada tuntutannya serta mohon putusan, sedangkan tergugat 1 dan
turut tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan penggugat serta
mohon putusan. Kemudian sidang di skors guna musyawarah Majelis
Hakim. Tujuan musyawarah Majelis Hakim adalah untuk menyamakan
persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan
putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang
beriaku.
6. Pembacaan Putusan
Dalam konpensi:
1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagaian
2. Menetapkan, Mislahun bin Ahmad Yunan (alm.) telah meninggal
dunia pada tanggal 29 Agustus 1991, dan Shofiyah binti Rosyad
(Almh.) telah meninggal pula pada tanggal 22 Maret 1998.
3. Menetapkan nama-nama yang disebut di muka sebagai ahli waris
4. Menetapkan sebagai hukum terhadap Sebidang tanah sawah seluas
10.980 M?, di Desa Baron, Sebidang tanah sawah seluas 10.450 M2, di

Desa Baron (Loboser), Sebidang tanah pekarangan seluas 1.670 M?,

3 Putusan Pengadilan Agama Nganjuk, Nomor: No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ (Nganjuk: 26 Mei
2005).
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beserta sebuah bangunan rumah permanent, 4 buah bangunan toko
permanent dan 3 buah bangunan toko tidak permanent, di Desa
Baron., Sebidang tanah kebun seluas 1.420 M2 di Desa baron,
sebidang tanah kebun seluas 17.304 M? adalah harta peninggalan
almarhumah Shofiyah binti Rosyad yang belum dibagi waris dan
belum diserahkan kepada para ahli warisnya.

. Menetapkan sebagai hukum pula atas sebidang tanah sawah seluas
2.050 M?, dan sebidang tanah pekarangan seluas 3.400 M? di Desa
Selokajang Blitar, adalah harta waris peninggalan almarhum Mislahun
bin Ahmad Yunan yang belum dibagi waris dan belum diserahkan
kepada para ahli warisnya.

. Menetapkan sebagai hukum atas diktum angka 3, 4, 5 pada putusan
ini, bagi ahli waris laki-laki bagian mereka adalah dua berbanding satu
dengan bagian ahli waris perempuan

. Menghukum para penggugat, tergugat, dan turut tergugat serta siapa
saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengkosongkan dan
menyerahkan harta waris tersebut kepada para penggugat, serta
membagi harta waris tersebut pada diktum 4 sampai 5 putusan ini
sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum angka 6
putusan ini, dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan
haknya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang di
muka umum, hasilnya dibagi kepada para penggugat, teragugat dan

turut tergugat.
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8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Nganjuk atas harta waris sebagaimana yang tertera
dalam berita acara penyitaan tertanggal 27 September 2005.

9. Menolak gugatan para penggugat selebihnya.

Dan dalam rekonpensi
1. Menyatakan gugatan para penggugat rekonpensi
seluruhnya tidak dapat diterima
Dalam konpensi dan rekonpensi
Menghukum tergugat/penggugat rekonpensi untuk membayar
semua biaya perkara sebesar Rp. 3.282.000 (tiga juta dua ratus delapan

puluh ribu rupaiah)®

D. Dasar Pertimbangan Hukum yang Diambil Hakim Atas Perkara
Sengketa Waris Perkara No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.
Dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk

dalam menyelesaiakan sengketa waris, berdasar keengganan tergugat
membagi harta warisan tersebut menggunakan asas yang terdapat dalam sistim
kewarisan Islam, yakni asas jjbar, sedang secara formal menggunakan aturan-
aturan dalam Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu
pasal 171 huruf b, c, dan d, serta pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2), yang
berbunyi:

1. Pasal pasal 171 huruf b, c, dan d, (hal; 79-80)

® Putusan Pengadilan Agama Nganjuk. No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ
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b) “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

c) “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris”.

d) “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

2. Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2), yang berbunyi:
Ayat (1)huruf a; “Kelompok ahli waris terdiri dari;
a.  Menurut hubunigan darah:
1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-
laki, paman dan kakek
2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dan nenek.

Ayat (2)Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak
mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sedangkan
putusan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan dan
berdasarkan alasan-alasan, yang dibenarkan oleh hukum diantaranya:

1. Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut
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2. Harta warisan peninggalan almarhumah Shofiyah binti Rosyad
belum dibagi dan belum diserahkan kepada seluruh ahli warisnya
menurut kadar bagiannya masing-masing

3. Terhadap sita jaminan atas harta warisan dinyatakan sah dan
berharga

Hal di atas menurut Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara

tersebut, dinyatakan sudah cukup alasan untuk memutusi perkara sengketa
waris tersebut, dengan putusan harta warisan untuk segera dibagi kepada para
ahli waris yang ada dengan ketentuan hukum Islam, karena apapun alasannya
termasuk keengganan tergugat untuk membagi harta peninggalan pewaris

secara yurudis tidak dapat dibenarkan.

. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Penerapan Asas Jjbari Atas Perkara
Sengketa Waris Perkara No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

Setelah dipaparkan tentang proses putusan serta dasar hukum yang
diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus
perkara sengketa waris dengan menggunakan salah satu dari beberapa asas
kewarisan, yakni asas jjbari, tentunya mempunyai konsekwensi atau akibat
hukum dari penerapan putusan tersebut.

Apabila putusan tersebut telah selesai dengan prosedur pelaksanaan
yang sesuai dengan kehendak hukum, maka sebagai konsekwensi adalah harus
melaksanakan semua putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang

memutus perkara tersebut, karena hal itu telah sesuai dengan kehendak
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hukum, bahwa setiap perbuatan akan mengandung akibat hukum dari apa yang
telah diperbuat.

Apabila isi putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang telah ditetapkan
tidak dilaksanakan, maka atas ketidaktaatan tersebut dapat diberi sanksi, dan
sebelum dijatuhkan sanksi atas ketidaktaatan pihak yang melaksanakan
putusan pengadilan, maka ketua Pengadilan Agama harus memberikan surat
putusan pengadilan secara sukarela, sehingga Pengadilan Agama dapat
melakukan tindakan pemaksaan agar putusan tersebut dapat dipenuhi secara
hukum dengan cara meminta bantuan kepada aparat yang berwenang untuk
memaksa pihak tersebut agar dapat melaksanakan isi putusan itu dan
pemaksaan tersebut dibenarkan menurut hukum, karena hal itu sebagai
pemenahan aspek hukum yang mencerminkan keadilan untuk melindungi
seseorang.’

Bisa dan tidaknya upaya eksekusi terhadap putusan perkara sengketa
waris dengan penerapan asas jjbari yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut di
atas (perkara Nomor: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ), yang jelas sikap dan
perbuatan tergugat menguasai dan menikmati harta warisan serta hasil-
hasilnya tersebut secara individual merupakan perbuatan melawan hukum dan
tentunya sangat merugikan hak-hak dan kepentingan para penggugat. Hal ini
dikuatkan dengan upaya penggugat yang telah berulang kali berusaha
menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan,

ternyata tidak berhasil.

7 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 10 Nopember 2010, jam:
09.30 WIB.
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ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK
PENERAPAN ASAS I/BARITERHADAP SENGKETA WARIS
NOMOR: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ

A. Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Terhadap
Sengketa Waris Nomor: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ

Setiap perkara yang diajukan oleh pihak yang bersengketa kepada
lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Agama, akan memproduksi
suatu penetapan atau putusan. Hal ini sebagai konsekwensi terhadap perkara-
perkara yang menjadi kewenangannya sebagai institusi penegak hukum, sudah
barang tentu terhadap mereka vang menginginkan penvelesaian secara hukum.
Ketika sudah terbentuk suatu putusan, para pihak yang berperkara dituntut untuk
melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan hakim tersebut.

Dapat dipahami bahwa putusan hakim adalah putusan yang diambil oleh
Majelis Hakim yang telah diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum, dijatuhkan setelah proses dan prosedur yang
sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada umumnya, dibuat dalam bentuk
tertulis dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau

sengketa.' Begitu pula kasus perkara sengketa kewarisan yang telah diputus oleh

! Umar Said, Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Surabaya: CV. Cempaka,
1998), 196.

54
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Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang menghasikan beberapa
ketetapan dan harus dilaksanakan dan idtaati oleh semua pihak.

Hal ini jika dikaitkan dengan salah satu sifat amar (diktum) putusan,
adanya putusan Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak
yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.> Hak atas suatu prestasi yang telah
ditetapkan oleh hakim dalam putusan ini dapat dilaksanakan dengan paksaan atau

dapat dieksekusi.?

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Diambil oleh Hakim dalam
Penggunaan Asas Jjbari Sebagai Solusi untuk Menyelesaikan Sengketa Waris
Nomor: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ

Sebelum membuat sebuah putusan dalam persidangan Majelis Hakim
harus mempelajari terlebih dahulu tentang perkara yang sedang diajukan oleh
para penggugat, untuk kemudian bisa menentukan dasar-dasar hukum dan
metode-metode yang akan digunakan dalam upaya memutuskan sebuah perkara
tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat putusan.

Demikian juga dengan apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Nganjuk saat menerima perkara sengketa kewarisan dengan

nomor perkara 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

2 H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. 111 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1994), 200.
? Ibid.
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Majelis Hakim terlebih dahulu mempelajari perkara yang telah diajukan
oleh penggugat, setelah itu menentukan tanggal dan hari untuk sidang pertama.
Kemudian setelah beberapa tahap Majelis Hakim bisa memahami duduk perkara
yang menyebabkan para penggugat samapai mengajukan gugatan terhadap
tergugat atas pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan oleh Mislahun bin
Ahmad Yunan (alm.) dan Shofiyah binti Rosyad (Almh.). Kemudian berdasarkan
keterangan yang diberikan —baik keterangan yang diberikan oelh saksi maupun
oleh pihak penggugat-- Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan salah
satu asas yang terdapat dalam asas kewarisan Islam, yaitu asas ijbari

Asas fjbarf ini digunakan karena pihak tergugat telah menguasai harta
warisan tersebut sclama  bertahun-tahun dan enggan untuk membagi kepada
seluruh ahli waris yang ada, sehingga perbuatan tergugat yang demikian tersebut
dapat merugikan pihak-pihak lain. Oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan
untuk menggunakan asas Zjbar7 tersebut dalam upaya menyelesaikan perkara
kewarisan dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

Pengambilan putusan perkara sengketa waris nomor perkara
375/Pdt.G/2005/PA.NGJ berdasarkan asas jjbari tersebut sama sekali tidak
melanggar Hukum Kewarisan Islam, karena dilihat dari segi penerima peralihan
harta tersebut berarti bahwa semua ahli waris yang berhak atas harta peninggalan
tersebut sudah ditentukan secara pasti sehingga tidak ada satu pun kekuatan

manusia dapat merubahnya dengan memasukkan orang lain untuk bisa menerima
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dan atau mengeluarkan salah satu ahli waris untuk tidak dapat menerima harta
peninggalan tersebut. Hal ini sudah ditentukan dalam al-Qur’an pada surat an-

Nisa ayat 11, 12 dan 176.*

C. Anilisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Asas Jjbari sebagai Solusi untuk
Menyelesaikan Sengketa Waris Nomor: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ di
Pengadilan Agama Nganjuk

Setiap istinbat (pengambilan hukum) dalam Syari’at Islam harus berpijak
atas a/-Qur’an dan Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil Syara’ ada dua macam,
yaitu: mas dan gair an-Nas (bukan nash), dan disini menjadi keharusan bagi
seorang hakim untuk mengetahui prosedur cara penggaliaan hukum (7urug al-
Istinbay) dari nas. Untuk ilmu usul al-Figh telah menetapkan methodologinya,
yaitu dari pendekataan sisi makna (furuqun ma’nawiyyatun) dan pendekatan lafaz
(turuqun lafziyyatun).

Dalam kasus yang dihadapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Nganjuk, pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan penggalian sisi
makna. Untuk itu seorang Hakim dituntut untuk menguasai ma’na (pengertian)
dari lafaz-lafaz nas serta konotasinya dari segi umum dan khusus, ini bisa dilihat
dari landasan yang dipakai untuk memberikan putusaan hukum yaitu penggunaan
asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam, selain itu juga landasan formal dari

pasal-pasal KHI, yaitu pasal 175 huruf dan pasal 176.

4 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. I1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), 19.
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Hukum waris yang tercantum secara jelas dan tegas dalam Al-Qur’an
dapat dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi, kebutuhan rasa
keadilan, dan kemaslahatan yang diperlukan oleh umat Islam, khususnya di
Indonesia. Memang Al-Qur'an menyebutkan secara jelas adanya hak-hak
kewarisan bagi seluruh ahli waris. Misalnya: QS. an-Nisa’(4): 7,

’

J:Luuyjﬁl)o\ ’,JJ,.LMM;LA.U,Q,,,,N\,QMJJ\J MJL@D

P AN 4 o f g0

(Vi) Ui ol 57 3 &

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut
bagian yang telah ditetapkan.” °

Secara /atziyyah ayat di atas memang tidak terdapat perkataan “ijbari”
tentang hal tersebut, tetapi dalam kesimpulan ayat di atas tentang adanya kata
“nasib” (hak bagian) dapat dikerucutkan pemahaman lafaz tersebut terdapat
sejumlah harta yang ditinggalkan pewaris serta terdapat pula bagian/hak ahli waris
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan proses pemindahan
dan pengalihan harta, sepadan dengan adanya satu sistem dari beberapa sistem
yang terdapat dalam hukum waris Islam, yakni asas ijbari.

Asas jjbari dalam isitlah kewarisan Islam adalah asas yang berkaitan

dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, bagaimana cara pemilikan harta

3Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama R.1, 116
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oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya
peralihan itu.®

Begitu juga yang terjadi pada proses pembagian harta warisan, sedikit
banyak akan mengalami konflik, yang diakibatkan monopoli salah satu ahli waris
untuk menguasai harta warisan.

Teori yang penulis paparkan dimuka, yakni adanya asas jjbarf yang
ternyata lebih menjadi daya tarik Hakim Pengadilan Agama Nganjuk untuk
penyelesaian sengketa waris, kenyataan yang terjadi memang dikalangan
akademis dan praktisi hukum sendiri kurang begitu tanggap akan adanya asas
tersebut.

Yaag jelas adanya asas iersebut sedikit banyak memberikan keadilan bagi
seluruh umat Islam, tentang hak-hak mereka, terutama hak para ahli waris. Al-
Qur’an sendiri telah menjelaskan kaidah-kaidah tentang hubungan antara hakim
dengan orang yang dijatuhi hukuman, yang salah satunya kaidah keadilan, seperti
firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat: 135

Uy iy 28 T e 5 & 2 sl Lt i L G2
(Yol L
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, mejadi saksi karena Allah biarpun teradap diri
sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu”(QS. an-Nisa’: 135).

¢ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 17.
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Hal ini bisa dilihat dari salah satu putusan yang ditetapkan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Nganjuk yakni adanya mengabulkan gugatan para penggugat

sebagian, yang lebih tepatnya lagi gugatan para penggugat yang berbunyi:

Bahwa sikap dan perbuatan tergugat menguasai dan menikmati harta
warisan serta hasil-hasilnya adalah perbuatan melawan hukum dan sangat
merugikan hak-hak dan kepentingan para penggugat

Bahwa para penggugat telah berulangkali berusaha menyelesaikan
pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak
berhasil.

Adapun konsekwensi logis dari keadilan tersebut adalah:

. Persamaan yang mutlak dalam menerapkan hukum-hukum al-Qur’an.

Sehingga seorang yang terhormat, tidak boleh diselamatkan dari hukuman,
seorang hakim tidak bisa dihindarkan dari tuntutan yang diajukan oleh
orang yang dijatuhi hukuman. Karena pada dasarnya, seorang hakim
mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Ia tidak
mempunyai hak istimewa sehingga dapat disucikan.

Keadilan sosial, yakni setiap orang dapat terjamin kehidupannya. Dengan
demikian, orang-orang yang kuat harus melindungi orang yang lemah,
orang-orang yang kaya harus memberi makan kepada orang-orang yang
fakir, dan sebagainya. Dalam hal ini banyak sekali nash-nash al-Qur’an

yang menjelaskannya.
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3. Setiap orang harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang dimiliki
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuannya.

Jika ia malas bekerja, maka ia harus menanggung resikonya, karena langit

tidak akan meenurunkan hujan emas atau hujan perak

4. Persamaan yang mutlak antara pekerjaan dengan upah. Setiap orang yang
bekerja, ia harus memperoleh hasil dari pekerjaannya, tanpa dikurangi
sedikitpun.

Disamping adanya keadilan, suatu putusan hakim harus mengandung
tujuan kepada kebaikan serta membawa maslahat bagi orang lain, tidak
sebaliknya. Hal ini paling bisa mencerminkan maslahat yang bersifat hakiki, yang
meliputi jaminan, yakni adanya keselamatan pada keyakinan agama, jiwa, akal,
keluarga dan keturunan, serta harta bendaPersoal waris adalah urusan dunia,
hubungan antara para ahli waris. Selain itu soal waris yang dirumuskan dalam
hukum faraid bukanlah merupakan ajaran Islam yang masuk kategori ibadah
murni (mahdah), hubungan seseorang dengan Allah, demikian pandangan penulis.
Ini berarti hukum waris ini tergolong ibadah tidak murni sehingga dengan mudah

dapat disesuaikan dengan berbagai tuntutan kehidupan duniawi.

Ada dua hal yang berkait dengan ibadah non-mahdah ini yang patut
dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran islam. Pertama,
nilai dan rasa keadilan. Hal ini jelas sudah sangat adil, bahkan melampaui rasa

keadilan pada saat turun ayat ketika kaum wanita dari tidak berhak mendapat
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waris lalu diberi hak separuh bagian lelaki. Kedua, kalau dulu kaum wanita amat
dilecehkan karena tidak berhak mendapat warisan dan disamakan anak kecil,
malahan jadi barang warisan, maka Islam meninggikan derajat perempuan dengan
mengubah tradisi yang sangat tidak manusiawi tersebut.

Dalam kewarisan islam juga dikenal asas individual, yaitu bahwa harta
warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli
waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang
lain. Dalam putusan perkara waris ini, hakim tidak menggunakan asas individual,
hanya menyebutkan bahwa bagian ahli waris laki-laki dua berbanding satu
dengan bagian ahli waris perempuan,padahal dikhawatirkan ada penyimpangan
lagi yang dapai’ merugikan pihak-pihsk dikarenakar kurangnya pengetahian
tentang ilmu waris.

Perkara waris ini, termasuk dalam masalah munasakhat, yaitu
meninggalnya ahli waris sebelum pembagian harta waris, sehingga harta waris
berpindah kepada ahli warisnya yang lain.hal ini dapat dilihat dengan menggalnya
shofiyah binti rosyad pada tahun 1998,padahal suaminya,Mislahun Bin Ahmad
Yunan, meninggal pada tahun 1991 dan meninggalkan harta waris berupa:

1. Sebidang tanah sawah seluas 2.050 M2 di desa Selokajeng.

2. Sebidang tanah pekarangan seluas 3.400 M2 di desa Selokajeng.

Pembagiannya adalah dengan cara Mentashihkan masalah pewaris
pertama dengan memberikan hak waris kepada ahlinya dengan perincian sebagai

berikut:
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. Dari harta tanah sawah seluas 2.050 M2 di desa Selokajeng

Shofiyah binti Rosyad alm.(istri), 1/8 = 256,25 M? (2.050:8x1)

Bahrul Ma’arif bin Mislahun, ‘asabah binafSibi. = 256,25 M? (2.050-
256,25:14x2)

Saiful karim bin Mislahun, ‘asabah binafSihi = 25625 M? (2.050-
256,25:14x2)

Khoirul Muhtarom bin Mislahun, ‘asabah binafsibi = 256,25 M? (2.050-
256,25:14x2)

Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, ’asabab bigairihi, = 128,125 M?
(2.050-256,25:14x1)

Miftahul Huda bin Mislahun, ‘asabah binafsihi., = 256,25 M? (2.050-
256,25:14x2)

Istianatul Amrina binti Mislahun ’‘asabah bigairihi, = 128,125 M? (2.050-
256,25:14x1)

Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ’asabah bigairibi, = 128,125 M?
(2.050-256,25:14x1)

M. khoiri bin Mislahun ‘asabah binafsihi, = 256,25 M? (2.050-
256,25:14x2)

Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun ’‘asabah bigairihi, = 128,125

M? (2.050-256,25:14x1)
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Aslul masalah 8, Bagian ‘ssabah menggunakan hitungan kepala yaitu 14

kepala karena 2:1.

2. Dari Sebidang tanah pekarangan seluas 3.400 M di desa Selokajeng :

Shofiyah binti Rosyad alm.(istri), 1/8 = 425 M? (3.400:8x1)

Bahrul Ma’arif bin Mislahun, ‘as}a>bah binafsihi@, = 425 M? (3.400-
425:14x2)

Saiful karim bin Mislahun,  asabah binafsihi, = 425 M? (3.400-425:14x2)
Khoirul Muhtarom bin Mislahun, ‘asabah binafsihi, = 425 M? (3.400-
425:14x2)

Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, ‘asabah bigairihi, = 212,5 M>
(3.400-425:14x1)

Miftahul Huda bin Mislahun, ‘asabah binafSihi, = 425 M? (3.400-
425:14x2)

Istianatul Amrina binti Mislahun, ’asabah bigairihi, = 212,5 M? (3.400-
425:14x1)

Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ‘asabah bigairihi, = 212,5 M?
(3.400-425:14x1)

M. khoiri bin Mislahun ‘asabah binafsihi, = 425 M? (3.400-425:14x2)

Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, ‘asabah bigairihi, = 212,5 M?

(3.400-425:14x1).
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Kemudian pada tahun 1998, Shofiyah Binti Rosyad meninggal dunia

dengan meninggalkan harta waris sebagai berikut:

L.

2.

Sebidang tanah sawah seluas 10.980 M2, di Desa Baron,

Sebidang tanah sawah seluas 10.450 M?, di Desa Baron (Loboser),
Sebidang tanah pekarangan seluas 1.670 M2, beserta sebuah bangunan
rumah permanent, 4 buah bangunan toko permanent dan 3 buah bangunan
toko tidak permanent, di Desa Baron.,

Sebidang tanah kebun seluas 1.420 M?, di Desa baron

sebidang tanah kebun seluas 17.304 M? di Desa baron

Sebidang tanah sawah seluas 256,25 M? di desa Selokajeng, bagian dari
harta waris suamirtya, Mislahin bin Ahad Yunan.

Sebidang tanah pekarangan seluas 425 M2di desa Selokajeng, bagian dari
harta waris suaminya, Mislahun bin Ahmad Yunan.

Perincian bagian masing-masing harta waris adalah sebagai Berikut:

. Dari Sebidang tanah sawah seluas 10.980 M2, di Desa Baron

e Bahrul Ma’arif bin Mislahun, ‘asabah binafSibi = 1568,571 M
(10.980 :14x2)

e Saiful karim bin Mislahun, ‘asabah binafsihi. = 1568,571 M? (10.980
:14x2)

e Khoirul Muhtarom bin Mislahun, ‘asabah binafsihi, = 1568,571 M>

(10.980 :14x2)
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e Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, ’asabah bigairihi, = 784,285
M? (10.980:14x1)

e Miftahul Huda bin Mislahun, ‘asabah binafiihi, = 1568,571 M?
(10.980 :14x2)

e Istianatul Amrina binti Mislahun, ’asabah bigairihi, = 784,285 M?
(10.980:14x1)

o Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ‘asabah bigairibi, = 784,285
M? (10.980:14x1)

e M. khoiri bin Mislahun ashabah ‘asabah binafsibi. = 1568,571 M?
(10.980 :14x2)

e Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, ‘asabah bigairihi, =
784,285 M? (10.980:14x1)

2. Dari sebidang tanah sawah seluas 10.450 M?, di Desa Baron (Lobeser).

e Bahrul Ma’arif bin Mislahun, ‘asabah binafsihi, = 1492,857 M>
(10.450:14x2)

e Saiful karim bin Mislahun, ‘asabah binafsihi, = 1492,857 M?
(10.450:14x2)

e Khoirul Muhtarom bin Mislahun, ‘asabak binafsihi, = 1492,857 M?>
(10.450:14x2)

e Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, ‘zsabah bigairihi, = 746,428

M2 (10.450:14x1)
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Miftahul Huda bin Mislahun, ‘asabah binafsihi, = 1492,857 M>
(10.450:14x2)

Istianatul Amrina binti Mislahun, ‘asabah bigairihi, = 746,428 M?
(10.450:14x1)

Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ‘asabah bigairihi, = 746,428
M? (10.450:14x1)

M. khoiri bin Mislahun, ‘asabah binafsihi, = 1492,857 M?
(10.450:14x2)

Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, ’‘asabah bigairihi, =

746,428 M? (10.450:14x1)

3. Dari sebidang tanah pekarangan seluas 1.670 M2, beserta sebuah bangunan

rumah permanent, 4 buah bangunan toko permanent dan 3 buah bangunan

toko tidak permanent, di Desa Baron adalah:

Bahrul Ma’arif bin Mislahun, ‘asabah binafsihi. 14,285 %

Saiful karim bin Mislahun, ‘asabah binafsihi. 14,285 %

Khoirul Muhtarom bin Mislahun, ¢ asabah binafsihi. 14,285 %

Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, ’asabah bigairihi, 7,142 %
Miftahul Huda bin Mislahun, ‘asabah binafSihi. 14,285 %

Istianatul Amrina binti Mislahun, ’asabah bigairihi, 7,142 %

Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ‘asabah bigairihi, 7,142 %

M. khoiri bin Mislahun ‘asabah binafsihi. 14,285 %
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*  Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, ‘asabah bigairihi, 7,142 %
4. Dari Sebidang tanah kebun seluas 1.420 M?, di Desa baron

e Bahrul Ma’arif bin Mislahun, ‘asabah binafiihi. = 202,857 M?
(1.420:14x2)

o Saiful karim bin Mislahun, ‘asabah binafSihi, = 202,857 M?
(1.420:14x2)

e Khoirul Muhtarom bin Mislahun, ‘asabah binafsihi. = 202,857 M?
(1.420:14x2)

e Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, ‘asabah bigairibi, = 101,428
M? (1.420:14x1)

e Miftahul Huda bin Mislahun, ‘asabah binafiihi. = 202,857 M?
(1.420:14x2)

e Istianatul Amrina binti Mislahun, ’asabah bigairihi, = 101,428 M>
(1.420:14x1)

e Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ‘asabah binafsihi. = 101,428
M? (1.420:14x1)

e M. khoiri bin Mislahun ¢ asabah binafSihi. = 202,857 M? (1.420:14x2)

e Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun ’asabah bigairihi, =
101,428 M? (1.420:14x1)

5. Dari sebidang tanah kebun seluas 17.304 M? di Desa baron
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e Bahrul Ma’arif bin Mislahun, ‘asabah binafsihi. = 2472 M2
(17.304:14x2)

o Saiful karim bin Mislahun, ‘asabah binafsihi = 2472 M?
(17.304:14x2)

e Khoirul Muhtarom bin Mislahun, ‘asabah binafiihi. = 2472 M?
(17.304:14x2)

e Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, ’asabah bigairihi, = 1236 M?
(17.304:14x1)

e Miftahul Huda bin Mislahun, ‘asgbah binafsihi, = 2472 M?
(17.304:14x2)

e Istianatul Amrina binti Mislahun ’‘asabah bigairihi, = 1236 M>
(17.304:14x1)

e Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ’asabah bigairibi, = 1236 M?
(17.304:14x1)

e M. khoiri bin Mislahun, ‘asabah binafSihi, = 2472 M? (17.304:14x2)

e Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun ‘asabah bigairibi, = 1236
M? (17.304:14x1)

6. Dari sebidang tanah sawah seluas 256,25 M? di desa Selokajeng, bagian dari
harta waris suaminya, Mislahun bin Ahmad Yunan.
e Bahrul Ma’arif bin Mislahun, ‘asabah binafsihi. = 36,607 M>

(256,25:14x2)
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o saiful karim bin Mislahun, ‘ssabah binafiihi. = 36,607 M?
(256,25:14x2)

o Khoirul Muhtarom bin Mislahun, ‘asabah binafsihi, = 36,607 M2
(256,25:14x2)

e Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, ’asabak bigairihi, = 18,303
M2 (256,25:14x1)

e Miftahul Huda bin Mislahun, ‘asabah binafsihi, = 36,607 M?
(256,25:14x2)

e Istianatul Amrina binti Mislahun ’‘asabah bigairihi, = 18,303 M?
(256,25:14x1)

e Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ’asabah bigairihi, = 18,303 M>
(256,25:14x1)

e M. khoiri bin Mislahun, ‘ssgbab binafSihi, = 36,607 M
(256,25:14x2)

e Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun ‘ssabah bigairiki, = 18,303
M? (256,25:14x1)

7. Dari sebidang tanah pekarangan seluas 425 M? di desa Selokajeng, bagian
dari harta waris suaminya, Mislahun bin Ahmad Yunan.

e Bahrul Ma’arif bin Mislahun, ‘asabah binafsihi = 60,714 M

(425:14x2)

e Saiful karim bin Mislahun, ‘as@bak binafsibi. = 60,714 M? (425:14x2)
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Khoirul Muhtarom bin Mislahun, ‘asabah binafsihi. = 60,714 M2
(425:14x2)

Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, ’asabah bigairihi, = 30,357
M? (425:14x1)

Miftahul Huda bin Mislahun, ‘asabah binafSihi. = 60,714 M?
(425:14x2)

Istianatul Amrina binti Mislahun, ’‘asabab bigairibi, = 30,357 M?
(425:14x1)

Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ’asabah bigairihi, = 30,357 M?
(425:14x1)

M. khoiri bin Mislahun, ‘asabah binafsihi, = 60,714 M? (425:14x2)
Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, ‘asabah bigairihi, =30,357

M? (425:14x1)



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum Majelis Hakim menerapkan asas jjbars penyelesaian sengketa
waris adalah :

a. al-Qur’an an-Nisa’(4): 7,
053y O B G Ll oL, O 4055 YT 0 375 e el JBTU
Vielodl) oyl Goal 5 S 8 B

Artinya:“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang
telah ditetap

b. al-Qur’an an-Nisa’(4):11

AT "“;:,j,iguufou °”§\J=,J..;.\u‘.5.u f o Sy
bl_%Bt:)"w:,:\f.J\uH:xg.\J ’,i_a:afs\q.u,.\,s,_,&u\,, g
u__.&.’,\iJ!u)US}?-lddlfdbd.lﬂ!u)\;ol £5504 :;J;'.wp Sy 4
M*“'—'{’a""";‘g fvﬁd}ﬁ‘ﬂrﬁ‘b }-ﬁm,‘.ﬁ%“t@@«’y Ly St

.L«,S»L«A&u&«ﬂ\ul/, 515&

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;
jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.
Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal
itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
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(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang
ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.”(QS. 4:11).

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 huruf d “Membagi harta warisan di

antara ahli waris yang berhak”.

2. Penggunaan asas jjbari oleh Mejelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk
dalam  memutuskan  perkara  sengketa waris nomor perkara
375/Pdt.G/2005/PA.NGJ merupakan tindakan yang tepat dan tidak melanggar
hukum kewarisan Islam. Istilah asas jjbar7 dikenal dalam sistem kewarisan
Islam, hal ini bisa dirujuk pada al-Qur’an Surat an-Nisa’(4) ayat 7,11, 12 dan
176, juga KHI pasal 175, meskipun secara eksplisit kata jjbari tidak
diterangkan dalam ayat-ayat dan pasal tersebut, tetapi secara implisit bisa
dilihat dari bagian yang harus dibagikan dan siapa saja yang berhak menerima

harta warisan. Hakim juga seharusnya memakai asas individual agar bagian

masing-masing jelas dan nantinya tidak ada yang merasa dirugikan lagi.

B. Saran-saran
1. Bagi Praktisi Hukum
a. Bagi para hakim Pengadilan Agama, dalam memutuskan perkara
disamping berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, juga harus

memperhatikan hukum syari’at Islam, sehingga produk dari putusan
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Pengadilan Agama dapat diterima dengan legowo oleh para pihak yang
berperkara yang mana nantinya agar tidak timbul permasalahan baru dari
kedua belah pihak.
b. Hendaknya Hakim lebih dapat memperhatikan asas-asas peradilan yang
cepat, singkat, dan biaya ringan untuk menghindari pengendapan perkara
yang terlalu berlarut-larut.
c. Selain bertugas menegakkan keadilan, seyogyanya pejabat pengadilan
turut berperan secara pro-aktif dalam menginformasikan tentang prosedur
berperkara di Pengadilan Agama terhadap masyarakat, sehingga dalam
berperkara di Pengadilan Agama masyarakat umum tidak mengalami
kesulitan, sehingga akan mengikis asurnsi masyarakat mengenai fungsi
serta tujuan Pengadilan Agama. Yang mana Pengadilan Agama harus
dapat memposisikan dirinya sebagai institusi hukum yang dapat
memberikan keamanan dan perlindungan, baik fisik maupun psikis yang
mempunyai sifat egaliter humanistik.
2. Bagi para Akademisi

Sebaiknya lebih aktif serta agar selalu mengkomparasikan antara dunia
praktis dengan dunia akademis, supaya dapat membentuk singkronisasi antara
teori dan paraktek dalam dunia nyata. Sehingga pada diri para akademisi tidak
terjadi suatu ketimpangan, yaitu hanya memperkaya ranah teoritis tanpa

memperhatikan ranah praktis.



Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia. Jakarta, Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an, 1998

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan
Hukum Positif di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tara Hukum Islam
di Indonesia. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000

Muhammad ‘Ali as-Sabuni, /lmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, Terj. H.Zain
Husain al-Hamid. Surabaya, Mutiara Ilmu, tt

-==-eenmeeme----, Pembagian Waris Menurut Islam, terj. A M Basalamah. Jakarta, Gema
Insani Press, 1996

Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh. t.t.p: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt
Nasrun Haroen, Ushul Figh 1. Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001

Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus llmiah Pupuler. Surabaya, Arkola,
t.t.

Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
1994

Sarmadi A. Sukris, Transedensi Keadiian Hukum Waris Islam Transformatif. Jakarta,
PT Raja Grafndo Persada, 1997

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta, PT.
Rineka Cipta, 2002

Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syirbani, Mughni al-Muhtaj
ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Bairut Lubnan, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1994

Umar Said, Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Surabaya,
CV. Cempaka, 1998

Wahbah az-Zuahaili, al-Figh al-Islam wa Adilatuhu VIII Beirut: Dar al-Fikr, 1989
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya.
Dokumentasi dan arsip-arsip tentang perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk.

Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi’in
PP. Lirboyo Kediri, Kilas Balik Teoritis Figh Islam. Kediri, Purna Siswa
Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi’in, 2005

Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Perkara No: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.



Daftar Pustaka

A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata. Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1996

Abd. Wahab Khalaf,, Kaidah-kaidah Hukum Islam, tej. Noer Iskandar al-Barsany dan
Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994

Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan
Bilateral Hazairin, Jogjakarta, UII Press, 2005

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.
Jakarta, Prenada Media, 2003

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta, CV Akademika
Pressindo, 2004

Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, al-Jami’ as-Sahih wahuwa Sunan at-
Turmuzi, Bairut Lubnan, Dar al-Kutub al-‘Iimiyah, t.t

Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, Sahilh Muslim bi Syarh
an-Nawawi, Bairut Lubnan, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, Sunan Abi Dawud. Beirut Lubnan,
Dar al-Kutub al-‘Hmiyah, 1992

Ahmad bin Muhammad bin ‘Afi Al-Mugqri Al-Fayumi, a/-Misbah al-Muair. t.t.p: t.p,
t.t

Ahmad Kuzari, Sistem Ashabah, Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta
Tinggalan. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996

Ali Parman, Kewarisan dalam al-Qur’an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan
Tafsir Tematik. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. Jakarta, Prenada Media, 2005

Asfari Jaya Bakri, Konsep Magqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi. Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, 1999

Beni Ahmad Saebani, Figh Mawaris. Bandung, Pustak Setia, 2009
Fathurrahman, flmu Waris. Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1994

Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuti, a*Asybah wa an-Nazair. t.t.p: Dar
al-Kutub al-Islamiyah, t.t.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatift Bandung, PT. Remaja
Rosdakarya, 2002

M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta, Sinar Grafika, 2004



